KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR

NOMOR: 12 TAHUN 2000
TENTANG:

RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN
KANTOR KAS DAERAH KABRUPATEN CIANJUR

Menimbang

Mengingat

)

BUPATI KABUPATEN CIAN.JUR

.bahwa Organisasi dan Tatakerja Kantor Kas Daerah

Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Kabupaten Cianjur Nomor 26 Tahun 1999 serta ditetapkan
dalam Pembentukan Kantor Kas Daerah Keputusan Bupati
Kabupaten Cianjur Nomor 25 Tahun 1999:

. bahwa dalam rangka dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi Kantor Kas Daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf a serta sesuai dengan Pasal 24
Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 26 Tahun 1999,
maka perlu segera diatur Rincian Tugas Unit Kerja di
Lingkungan Kantor Kas Daerah Kabupaten Cianjur vang
dituangkan dalam Keputusan Bupati.

il

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo. Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian;

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
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Daerah (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

. Undang-undang Nemor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang

Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);



Menetapkan

A

6. Peraturan DPemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1088 tentang Koodinasi
Kegiatan Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Nomor 10
Tahun 1988 Tambahan Lembaran Negara Nomer 3373);

R

. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada
Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Nomer 77 Tahun 1992,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

Y. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan DPer indang-undangan dan Bentuk
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan
Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70,
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eraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang
elaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 Tahun 1996:

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan
dan Barang Daerah:

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang
Melaksanakan Fungsi Kag Daerah:

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomeor 900-099 tanggal 2
April 198G tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah:;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993
o gan

tentang Pepgundangan Peraturan Daerah dan atan Keputu

Leailmil 1

Iepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999
tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam
Pengawasan Kas Daerah:

16. Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 25 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kantor Kas Daerah.

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR TENTANG
RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR

KAS DAERAH KARUPATEN CIANJUR,

BADR
KETENTUAN UMUM
Pasal i

Daiam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
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a. Pemerintah adalah DPemerintah Pusat yvang dimaksud dalam

Undang-undang Nomor 22 I'ahun 1999;
b. Daerah adalah Kabupaten Cianjur :
c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur;

d. Bupati adalah Bupati Kabupaten Cianjur;

e. Sekrotaris Daera

Trxaa 37

Cianjur:

h adalah Sekretarie Daerah Kabupaten

h

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Fendapatan Daerah
Kabupaten Cianjur; -

. Kantor Kas Dacrah adalah Kantor Kas Dacrah Kabupaten
Cianjur;

b

h. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten
Cranjur;

i. Pengurusan keuangan adalah kegiatan  penerimaan,
penvimpanan, pengeluaran dan pertanggungjawaban
kcuangan;

j. Keuangan Daerah adalah uang dan atau kertas berharga vang
mempunyail ntlai uang milik dan dikuasai pengelolaannya oleh

Pemerintah Dacrah:

h. Unit kerja adalah unit kerja di lingkungan Kantor Kas Daerah
Kabupaten Cianjur vang tercantum pada Pasal 2 dan Lampiran
Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 25 Tahun 19989,

i. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kabupaten
Cianjur Nomor 25 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kantor
Kas Dacrak

,ll.ﬂs ch.l cLLl.

BAB Ti

Bagian Pertama
Rantor Kas Daerah
Pasal 2
{1) Kantor Kas Daerah adalah unit keria sebagaimana diatur
dalam Pasal 2 Keputusan Bupati.
(2) Tugas pokok Kantor Kas Daerah sebagaimana diatur dalam
Pasal 3 Keputusan Bupati.
(3) Unsur Organisasi Kantor Kas Daerah sebagaimana diatur
dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Keputusan Bupati.
{4} Kepala Kantor, membawahkan :
a. Sub Bagian Tata Usaha;
Seksi Penerimaan:
Seksi Kas dan Pembayaran:
Seksi Pengeluaran;
Seksi Pembukuan:
Kelompok Jabatan Fungsional.
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Rincian tugas Rantor Kas daera

a.

[
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1 adalah sebagai berikut

e

Menyelenggarakan pembinaan teknis operasional penyelengga-
raan urusap rumah tangga di bidang Kas Daerah sesuail dengan

kebijaksanaan yang diter: apkan Uwh Pemerintah Daerah;

. Menyelenggarakan pembinaan teknis operasional, FPenye-

lenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang Kas Daerah
sesual dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku;

Menyelenggarakan penerimaan setoran pendapatan daerah
baik vang berupa uang dan atau kertas berharga yang bernilai
uang serta penelitian berkas-berkas buku penerimaan  setorvan:

) Menyelenggarakan penerimaan uang dan atau kertas berharga

vang mempunyai nilai uang dan Pemerintah, pengamanan dan

sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

. Menyelenggarakan pengurusan keuangan daerah yang meliputi

penerimaan, penyimpanan, pembayaran atau penyerahan,
pembukuan dan pertanggungjawaban uang dan atau kertas
berharga yang mempunyai nilai uang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan vang beriaku;

Menyelenggarakan pembukuan penerimaan setoran
pendapatan daerah dan penerimaan uang dari Pemerintah,
pinjaman dari sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaky;

. Menyelenggarakan pembukuan pengeluaran keuangan daerah

sesual dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku;

. Menyelenggarakan penyampaian rekapitulasi pendapatan

daerah kepada Dinas Pendapatan Daerah;

Menyelenggarakan penyimpanan uang dan atau kertas
berharga yang mempunyai nilai uang milik Pemerintah Daerah

pada Bank Persepsi/Bank vang ditunjuk oleh Bupati atas nama
rekening Kas Daerah:;

Menyelenggarakan pembayaran kepada Bendaharawan atau
pihak ketiga berdasarkan Surat Derintah Membayar (SPM)
sesuai dengan ketentuan vang berlaku;

. Menyelenggarakan pengendalian penyimpanan, pengeluaran

dan pembayaran uang dan atau kertas berharga vang
mempunyai nilai uang milik Pemerintah Daerah yang ada di
Kas dan Bank Persepsi/Bank vang ditunjuk oleh Bupati;

Menyelenggarakan pemungutan dan penvetoran pajak negara

(PPN, PPh) sesuai dengan ketentuan vang berlaku;
Menyelenggarakan pelayanan teknis administratif dan
ketatausahaan sesual dengan peraturan perundang-undangan
vang berlaku;

.\Iemelenggarakan pembmaan kepegawalan kantor sesual
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o. Menyelenggarakan evaluasi dan laporan tugas pokok dan fungsi

kantor kas Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

p. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan
Pemerintah Daerah dan atau swasta yang ada hubungan Kerja
dengan Kantor.

(1) Tugas pokok Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagaimana
diatur dalam Pasal 8 Keputusan Bupati.

(2) Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :

. Seksi Penerimaan:
. Seksi Kas dan Pembayaran;
Seksi Pengeluaran:

w e T

Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program keria

jarl
N

Kantor Kas Daerah:

b. Melaksanakan penvusunan pedoman dan petunjuk teknis
penyusunan rencana kerja dari program kerja Kantor Kas
Daerah; .

¢. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam
rangka penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja,
evaluasi dan laporan Kantor Kas Daerah:

d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan
pengolahan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan vang beriaku;

e. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan keuangan dan
pengelolaan keuangan Kantor Kas Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan vang berlaku;

f. Melaksanakan pengurusan naskah dinas, kearsipan,
penggandaan;

g. Melaksanakan  pengelolaan urusan  rumah tangga,
perlengkapan dan penyaluran dinas serta hubungan
masyarakat dan keprotokolan;

. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan

tugasnya kepada Kantor Kas Daerah;

1. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan atau dengan
lembaga terkait.

w“ T vt

asal 10 Keputusan Bupati.
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Rincian tugas Seksi Penerimaan :

a.

b.

j

©
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Melaksanakan penyiapan bahan penyusuna rencana kerja seksi
penerimann sesuai dengan program kerja Kantor Kas Daerah:

Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam
rangka penylapan bahan koordinasi penyusunan program kerja
Kantor Kas Daerah;

. Melaksanakan pengelolaan admimstrasi penerimaan

pendapatan daerah;

. Melaksanakan penelitian adminisirasi berkas uang dan atau

kertas berharga yang mempunyai nilai tinggi:

Melaksanakan pencatatan jumlah penerimaan setoran/
pedapatan dalam buku kas pembantu penerimaan dan
pemberian nomor register penerimaan sesuai dengan jenis
penerimaan setoran/pendapatan daerah;

o

felaksanakan penyampaian formulir/berkas setoran yang teiah
empunyal nomor register penerimasn setoran/pendapatan

2
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aerah ke seksi kas dan pembiayaan dan ke seksi kas dan
rembayaran dan ke seksi pembukuan:

gl en
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Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penyampaian
ealisasl penerimaan setoran/ pendapatan daerah ke Seksi
embukuan untuk daerah pada Ruku Kas Umum:;

aulie

- Melaksanakan  evaluasi  dan laporan kegiatan Seksi

Penerimaan; .

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerjia dan atau dengan
lembaoa terkait

/i Yl aagat.

Pasal 8

Tugas pokok Seksi Kas dan Pembayaran adalah sebagimana

P

ttiatur dalam Pasal 12 Keputusan Bupati.

Pasal 9

Rincian tugas Seksi Kas dan Pembayaran :

a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja
Seks1 Kas dan Pembayaran sesuai dengan program kerja
Kantor Kas Daerah;

b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam
rangka penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja
Kantor Kas Daerah;

¢. Melaksanakan penerimaan uang dan atau kertas berharga
yang mempunyai nilai uang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku:

d. Melaksanakan penyimpanan uang dan atau kerta berharga

yang mempunyai niiai uang di Kas dan Rekening Bank yang
ditunjuk oleh Bupati;

1447
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. Melaksanakan penukaran uang yang rusak dan pembayaran

gaji pegawai, pensiunan sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan vang berlaku;

Melaksanakan pengendalian uang, kertas berharga yang
mempunyai nilai uang vang ada di Kas dan Bank-bank
Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati;

. Melaksanakan pertanggungjawaban penerimaan, pengeluaran

dan penyimpanan uang dan atau Kkertas berharga yang
mempunyai nilal uang sesual dengan peraturan perundang-
undangan vang berlaku;

. Melaksanakan penerimaan berkasfformulir setoran dan berkas

pengeluaran yang telah diberi Nomor Register pembukuan dari
Seks1 Penerimaan dan Pengeluaran;

Melaksanakan bahan penyiapan penyusunan evaluast dan

laporan penerimaan dan pengeluaran pendapatan daerah;

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan atau dengan
lembaga terkait.

Pasal 10

Tugas pokok Seksi Pengeluaran adalah sebagimana diatur dalam
Pasal 14 Keputusan Bupat1.

Pagal 11

Rincian tugas Seksi Pengeluaran :

a.

b.

e

Melaksanakan ppnyiapan bahan penyusunan rencana ker)a
Seksi Pengeluaran sesuai dengan program kerja Kantor Kas
Daerah;

Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam
rangka penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja
Kantor Kas Daerah;

. Melaksanakan penelitian  administrasi berkas permohonan

pembayaran vang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan vang berlaku;

Melaksanakan pengelolaan administrasi pengeluaran daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yvang beriaky;

. Melaksanakan pencataian jumlah pengeluaran uang dalam

huknu kas pembantu pengeluaran uang dan pemberian nomor
P ey e A o

register pengeluaran sesual dengan Peraturan Perundan
undangan vang berlaku;

Melaksanakan penvampaian formulir/berkas pengeluaran uang
yang telah mempunyai nomor register pengeluaran uang ke
Seksi Kas dan Pembayaran;

. Melaksanakan penyampaian berkas administrasi permohonan

pengeluaran uang dan penyusunan laporan administrasi
realisasi permohonan pengeluaran uang dan menyampaikan

ke Scn.:u L cI"lbu:{u&n.

h. Melaksanakan ....
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h. Melaksanakan penviapan bahan penyusunan evaluasi dan

laporan penerimaan dan pengeluaran pendapatan daerah:

1. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan atau dengan
lembaga terkait.

Pagal 12

=]

Tugas pokok Seksi Pembukuan adalah sebagimana diatur dalam
Pasal 16 Keputusan Bupati,

Pasa

i

149
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Rincian tugas Seksi Pembukuan :

a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja
Seksi Pembukuan sesuai dengan program kerja Kantor Kas
I I Y N
L/AeY ah_‘

b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam
rangka penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja;

¢. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran pada
buku kas umum, buku bank dan buku giro;

2.

. Melaksanakan penelitian saldo yang tertera pada buku kas
umum, buku bank dan buku gire:

o

Melaksanakan pengkonfirmasian penerimaan dan pengeluaran
uang dan pencatatan teraan kas register;

f. Melasanakan penyiapan bahan penyusuan evaluasi dan laporan
pertanggungjawaban pengurusan keuangan daerah yang

dikelola oleh Kantor Kas Daerah:

117

. Melaksanakan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Pembukuan

ala Kantor Kas Daerah;

.
kepada Kepala

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

5=
e

sal 14

Tugas Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud pada Pasal
18 akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati vang
herpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang
beriaku.

(1} Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan
dan atau yang mengatur Rincian Tugas Kantor dinyatakan
tidak berlaku lagi,

1 A Sa e
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(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan
diatur dan ditetapkan kemudian dengan berpedoman kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

kan di Cianjur.
n 28 April 2000
ATEN CIANJUR
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